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DEMI kesejahteraan petani, stok

pupuk harus dipastikan dalam jumlah

aman khususnya pada masa tanam yang

dimulai akhir tahun hingga awal 2022.

Problem mendasar yang dihadapi petani

adalah melonjaknya biaya produki aki-

bat kelangkaan pupuk dan bahan baku

lain di masa tanam.  Pemerintah berupa-

ya memastikan stok pupuk sesuai kebu-

tuhan. Kementerian Pertanian mene-

gaskan stok pupuk, khususnya pupuk

subsidi, untuk petani di berbagai wilayah

di Indonesia menjelang musim tanam

kedua tahun ini dalam jumlah cukup.

Sementara PT Pupuk Indonesia me-

mastikan alokasi pupuk sesuai kebu-

tuhan tiap wilayah. Stok pupuk bersubsi-

di di Jawa Tengah, misalnya, cukup me-

menuhi kebutuhan musim tanam. Ada

125.400 ton stok pupuk terdiri Urea

79.919 ton, Nitrogen Phosphate Kalium

(NPK) Phonska 16.373 ton, Super Pho-

sphate-36 (SP-36) 9.515 ton, Zvavelvuure

Ammonium (ZA) 6.918 ton, dan pupuk

organik mencapai 17.750 ton.

Berdasar upaya strategis pemerintah

serta data alokasi PT Pupuk Indonesia,

kekuatiran petani terhadap kelangkaan

pupuk dapat diredam. Kondisi psikologis

petani pun diharapkan mencapai level

terbaik menyongsong masa tanam.

Pupuk tetap merupakan bahan produksi

dengan peran sangat penting. Karena

itu, manajemen produksi dan distribusi

pupuk harus dirancang seefektif

mungkin.

Manajemen Pupuk 

Pupuk merupakan komponen penting

pengembangan budi daya pertanian.

Sebab itu, komitmen pemerintah meng-

amankan stok pupuk bagi kebutuhan

petani harus didukung sistem manaje-

men yang efisien dan efektif. Manajemen

pupuk bertujuan meningkatkan produk-

tivitas hasil pertanian melalui proses

produksi pupuk secara optimal. Dari sisi

produksi, jumlah pupuk yang dihasilkan

industri nasional sangat kondusif.  

Pada 2020 lalu Indonesia mencapai

rekor produksi tertinggi dalam sejarah

industri pupuk. Sepanjang 2020, para

produsen pupuk di bawah koordinasi

Pupuk Indonesia berhasil melampaui

target produksi pupuk sebesar 10.472.-

000 ton, yakni 12.254.676 ton (117%).

Selain mengamankan stok pupuk dari

sisi produksi, pemerintah menetapkan

kebijakan bertujuan untuk mening-

katkan efisiensi distribusi. Dengan ma-

najemen distribusi optimal, kelangkaan

dapat dicegah hingga memudahkan

petani memperoleh pupuk sesuai kebu-

tuhan.

Kapasitas produksi pupuk diharapkan

terus meningkat sejalan dengan pening-

katan kebutuhan. Konsistensi kebijakan

distribusi pupuk terus dipelihara sehing-

ga menguntungkan petani.

Digitalisasi

Manajemen produksi, distribusi, dan

peran dunia industri merupakan kombi-

nasi strategis manajemen stok pupuk na-

sional. Pemerintah terus berupaya

mencermati perubahan teknologi yang

dapat dimanfaatkan untuk

memajukan industri pupuk na-

sional. Saat ini kita memasuki

era teknologi digital. 

Digitalisasi produksi pupuk di-

lakukan dengan menerapkan

prinsip manufacture excellence

dan digital fertilizer. Platform

digital berupa aplikasi berfungsi

untuk memonitor kinerja pro-

duksi yang berfokus pada pe-

ningkatan efisiensi biaya baik

untuk bahan baku maupun

pemeliharaan.  Apresiasi perlu

diberikan ke industri pupuk na-

sional yang menerapkan tek-

nologi digital. PT Pupuk Kali-

mantan Timur (Pupuk Kaltim)

misalnya, menggunakan Sistem

Manajemen Keamanan Rantai

Pasokan berbasis ISO

28000:2007/SNI ISO 28000:200 dalam

bentuk electronic security system dan

pemetaan zonasi. Sistem ini mampu

mengantisipasi gangguan produksi dan

distribusi. 

Pupuk Kaltim juga menyiapkan

strategi mengamankan stok pupuk

berbasis lokasi yaitu pabrik, pusat dis-

tribusi, dan gudang. Stok pupuk di-

pastikan aman pada waktu yang tepat

dan well prepared menjelang musim

tanam. Teknologi digital berupa distribu-

tion planning and controlling system

(DPCS) yang diterapkan dunia industri

pun mampu membuat simulasi dis-

tribusi dan sistem pengendalian alokasi

pupuk secara tepat. Sehingga memu-

dahkan melacak stok pupuk di berbagai

wilayah.

Dengan digitalisasi manajemen stok

pupuk, diharapkan masalah petani da-

pat diatasi. Pesan Presiden Joko Widodo

agar digitalisasi harus Indonesia-sentris

pun dapat diwujudkan dan bermanfaat

bagi petani hingga di pelosok desa.

*) Prof Dr Jusuf Irianto MCom,

Guru Besar Dep Administrasi Pub;ik

FISIP Universitas Airlangga.

Menanti Revisi UU Penyiaran

Jusuf Irianto

Penyiksaan napi, Komnas HAM turun

tangan.

-- Ungkap dan beri sanksi yang terli-

bat.

***

Disabilitas bukan penghalang prestasi.

-- Bisa dibuktikan di ajang

Peparnas.

***

Tetap waspada munculnya gelombang

ketiga.

-- Tak boleh lengah sedikitpun ter-

hadap Covid-19.

Digitalisasi  Manajemen Stok Pupuk

MEMASUKI November, agenda prior-

itas DPR untuk merevisi UU No 32/2002

tentang Penyiaran tampak belum ber-

jalan signifikan. Komisi I DPR pada

akhir Agustus 2021 yang lalu sebenarnya

telah menggelar rapat untuk penjad-

walan revisi UU ini. Namun rapat lebih

lanjut yang lebih teknis dan terjadwal

belum dibuka ke publik. Setelah terhenti

selama lebih dari enam tahun, revisi UU

yang merupakan payung besar tata kelo-

la penyiaran kembali bergulir.

Sepanjang tahun 2018-2020, proses

legislasi UU ini sempat tertunda pan-

jang karena perbedaan pandangan

terkait model manajemen frekuensi

digital terestrial. Pada tahun 2020,

kontroversi masalah ini mencapai an-

tiklimaks. Pemerintah dan DPR meni-

tipkan pengaturan digitalisasi

penyiaran pada UU Cipta Kerja No. 11

tahun 2020.

Pasca pengesahan UU Cipta Kerja

dan rapat Komisi I bulan Agustus lalu,

pertanyaan yang muncul adalah:

bagaimanakah skenario substansi re-

visi yang masih akan dilakukan? Apa

saja problem penyiaran nasional mu-

takhir yang mendesak untuk diadopsi

dalam revisi UU? Tulisan ini ingin

menyodorkan salah satu agenda prior-

itas. Yaitu, perlunya regulasi yang men-

dorong reformasi tata kelola lembaga

penyiaran publik (LPP). Saat ini mandat

lembaga penyiaran publik diemban oleh

RRI, TVRI dan LPP Lokal.

Belum Tampak

Apabila merujuk pada UU 32/2002

pasal 4, maka pemegang mandat LPP

adalah RRI, TVRI dan LPP Lokal. Sete-

lah melewati lebih dari 20 tahun, kedua

media warisan Orde Baru ini belum tam-

pak menjadi pemain utama yang diperhi-

tungkan, baik oleh kompetitor maupun

publik. Indikasinya bukan hanya pada

rating penonton yang rendah, tetapi ab-

sennya posisi kedua media sebagai ru-

jukan media percakapan isu publik na-

sional. Sepanjang dua puluh tahun ter-

akhir, kedua lembaga ini dilanda berba-

gai krisis manajemen, keuangan, dan

konflik kepemimpinan tak berkesuda-

han. Di luar RRI dan TVRI, kiprah lem-

baga penyiaran publik lokal sebagai me-

dia publik di tingkat daerah juga mini-

malis.

Dalam tradisi dan sistem penyiaran

nasional yang sehat, LPP harusnya ber-

ada di garda depan dalam layanan

siaran pengawal demokratisasi.

Regulasi Penyiaran harus menempat-

kan LPP sebagai pemain utama, yang

didukung penuh oleh pendanaan berba-

sis publik, alokasi frekuensi dan mana-

jemen SDM yang profesional. Para

pengambil kebijakan harus meyakini

bahwa solusi mengatasi krisis

penyiaran bukan semata memperbaiki

perilaku buruk pengelola televisi

swasta, tetapi menata ulang konfigurasi

pemain, menempatkan RRI dan TVRI

sebagai pilar utama sistem penyiaran

yang pluralistik dan kompetitif.

‘Gajah Tidur‘

Saat ini pendapatan bisnis dari siaran

berbais teknologi analog makin menu-

run, dilibas layanan siaran berbasis in-

ternet. Kita melihat pengelola televisi ko-

mersial analog semakin agresif mengem-

bangkan layanan digital (internet dan

media sosial). Mereka telah melakukan

konvergensi, meleburkan tradisi produk-

si dan distribusi tradisional-terestial ke

dalam tradisi baru berbasis platform

digital. Apakabar RRI dan TVRI?

Tanpa regulasi baru sebagai payung

hukum menuju transformasi digital,

kedua media akan berjalan lamban.

RRI dan TVRI di Indonesia ibarat

’gajah yang tertidur panjang’, didera

persoalan internal. Ibarat gajah, pos-

tur tubuh fisik RRI dan TVRI tampak

paling besar dibanding media komer-

sial. Ia memiliki infrastruktur ter-

lengkap dan terluas. Adopsi teknologi

layanan digital sebetulnya mulai di-

lakukan seperti membuat aplikasi

RRI Play Go dan TVRIKlik. Namun,

karena problem birokrasi dan postur

tubuh yang berat, langkah ini tampak

hanya penambahan aplikasi teknologi

tanpa inovasi konten yang baik. Revisi

UU Penyiaran sangat ditunggu agar

LPP di Indonesia dapat secepatnya terja-

ga dari tidur panjang.

*) Dr Masduki , Dosen Program

Studi Ilmu Komunikasi Universitas

Islam Indonesia

Masduki
Ditunggu, Kapan Bisa Mulai Umrah?

SUDAH hampir sebulan info dibu-

kanya kembali umrah dari Indonesia kita

terima. Info ini disampaikan Menteri Luar

Negeri Retno LP Marsudi dalam kon-

perensi persnya, 8 Oktober lalu, yang

mengatakan bahwa Pemerintah Indo-

nesia telah mendapatkan nota diplo-

matik dari Arab Saudi terkait telah

dibukanya kembali umrah bagi jemaah

asal Indonesia.

Namun demikian, hingga saat ini

belum ada kejelasan soal pemberang-

katan umrah dari Indonesia. Berbagai

pihak terkait belum mengetahui kapan

bisa mulai lagi memberangkatkan je-

maah umrah.  Lantas secara detail apa

saja persiapan yang harus dilakukan.

Begitu juga belum mengetahui, berapa

kisaran biaya bagi masyarakat yang

akan umrah. Padahal, kepastian me-

ngenai hal-hal tersebut sangat ditunggu

oleh banyak pihak.

Karena itu tidak heran kalau Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi

Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah

Republik Indonesia (AMPHURI) Daerah

Istimewa Yogyakarta mengingatkan pe-

merintah untuk segera menyelesaikan-

nya, termasuk hal-hal teknis yang masih

menjadi kendala antara Indonesia dan

Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan

umrah, (KR, Kamis 4/11). Sebab, de-

ngan terselesaikannya hal-hal tersebut

maka akan bisa ditindaklanjuti dengan

membuat perencanaan pemberang-

katan umrah.

Sebagaimana kita ketahui, beberapa

waktu lalu Sekjen Kementerian Agama

Republik Indonesia, Nizar Ali, sudah

berpesan kepada Ditjen Penyeleng-

garaan Haji dan Umrah agar segera

melakukan penyesuaian harga referen-

si. Sebab, umrah di masa pandemi jauh

berbeda dengan masa normal. Perlu

penyesuaian harga referensi umrah.

Karena itu harga referensi harus dihi-

tung secara cermat dan detail.

Komponen yang mempengaruhi an-

tara lain menyangkut keharusan karan-

tina, konon sampai 14 hari, sehingga bi-

ayanya cukup lumayan. Juga me-

nyangkut vaksinasi dan biaya swab

PCR, selain juga masalah biaya trans-

portasi dan akomodasi yang kemung-

kinan juga naik.

Namun hingga saat ini belum ada in-

formasi resmi soal referensi biaya um-

rah. Masyarakat tahunya biaya umrah

akan naik. Bahkan ada yang sudah

mengkalkulasikan, yang konon biaya

umrah masa pandemi kenaikannya bisa

mencapai 30% hingga 50 % dari harga

referensi sebelumnya Rp 26 juta per-

orang. Dengan banyaknya beredar info-

info tak resmi ini membuat banyak orang

kebingungan.

Karena itu sudah semestinya kalau

pemerintah, khususnya Ditjen Penye-

lenggaraan Haji dan Umrah Kemenag

RI, segera mengclearkan masalah ini.

Untuk itu Dirjen PHU dan jajarannya

bisa berdialog dengan para penyeleng-

gara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Untuk mengumpulkan mereka kiranya

tidak sulit, karena mereka sudah mem-

punyai asosiasi yang mewadahi. Dari fo-

rum bersama PPIU juga bisa dicari ma-

sukan dan dibahas berbagai hal terkait

penyelenggaraan perjalanan ibadah

umrah. Hal lain yang perlu segera dise-

lesaikan adalah masalah barcode vak-

sin Indonesia yang informasinya masih

belum bisa dibaca di Saudi Arabia.

Kita berharap, soal keberangkatan

umrah segera ada kepastian, sehingga

umat Islam Indonesia bisa segera berib-

adah lagi di Haramain (Masjidil Haram

dan Masjid Nabawi).  Sebab kalau kita

amati, kedua di kedua masjid suci terse-

but sudah ramai lagi dengan banyaknya

jemaah yang beribadah. Hanya sa-

yangnya belum ada yang berangkat dari

Indonesia. Padahal sudah banyak yang

merindukannya. Semoga PR pemerin-

tah yang satu ini bisa segera tersele-

saikan.  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 535  - 575 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang ditulis

serta jangan lupa menampilkan fotocopy

identitas. Terimakasih. 
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Memaksimalkan PTMT di SMK
PEMBELAJARAN Tatap Muka

Terbatas (PTMT) ini membawa angin segar

bagi dunia pendidikan, khususnya pembela-

jaran di tingkat sekolah menengah kejuruan.

Karena seperti kita ketahui bahwa SMK

adalah bagian dari sistem pendidikan yang

mempersiapkan seseorang agar lebih

mampu bekerja pada satu kelompok peker-

jaan atau satu bidang pekerjaan daripada

bidang-bidang pekerjaan lainnya, sehingga

dalam proses belajar mengajarnya tidak

cukup hanya menggunakan teori yang ada.

Melainkan harus mampu praktik terjun lang-

sung menghadapi barang atau jasa yang

sesuai bidang kejuruannya.

Saat ini telah dilakukan uji coba perte-

muan tatap muka terbatas, maka salah satu

hal yang dapat  dilakukan adalah memilih

pembelajaran hybrid learning. Model pem-

belajaran yang dilakukan adalah me-

madukan teori secara daring dengan prak-

tek saat tatap muka. Untuk mengatasi lost

generation di dunia pendidikan tingkat keju-

ruan ini dengan memperhatikan prinsip

pembelajaran selama pandemi Covid-19,

yaitu pertama, orientasi pada anak, mak-

nanya bahwa di era pandemi ini guru tidak

hanya berorientasi pada pencapaian kuriku-

lum saja melainkan harus berorientasi kepa-

da siswa dengan mempertimbangkan pro-

ses pembelajaran yang terjadi.

Kedua, pemberian umpan balik, pada

proses pembelajaran diberikan sebagai res-

pons atas kinerja siswa. Serta memberikan

pemahaman yang jelas tentang tujuan pem-

belajaran, guru juga perlu memberikan ke-

sempatan kepada siswa untuk memahami

indikator dari tingkat penguasaan tujuan

pembelajarannya, baik secara lisan, tertulis

maupun dalam bentuk lainnya.

Ketiga, pembelajaran bermakna dan

diferensiasi, guru merancang pembelajaran

yang bermakna dan menyenangkan serta

terdeferensiasi dengan merancang kuriku-

lum dan instruksi pembelajaran bagi siswa

yang beragam kemampuannya, minatnya

serta kebutuhan belajarnya. Keempat, orien-

tasi pada keterampilan hidup, merancang

pembelajaran dengan lebih bermakna bagi

siswa karena hal tersebut dialami siswa pa-

da kehidupan nyata sehingga siswa lebih

paham.

Kelima, insklusif dengan mempertim-

bangkan kondisi siswa sistem penyeleng-

garaan pendidikan memberikan kesem-

patan kepada semua siswa yang memiliki

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan

dan atau bakat istimewa, untuk mengikuti

pendidikan atau pembelajaran dalam satu

lingkungan pendidikan secara bersama-

sama dengan siswa lain pada umumnya.

Kemudian alternatif pembelajaran di

masa pandemi Covid-19 yang dapat digu-

nakan pada waktu KBM tatap muka terbatas

agar efektif dan efisien dengan tetap mem-

perhatikan protokol kesehatan adalah  pem-

belajaran di luar kelas. Guru dapat meman-

faatkan pembelajaran di luar kelas untuk

mengoptimalkan sirkulasi udara serta

menghindari kerumunan massa pada suatu

tempat, siswa juga akan merasakan lebih

nyaman dalam belajar. Hal tepat diterapkan

pada pembelajaran di sekolah kejuruan pa-

da mapel produktif yang memerlukan prak-

tek terutama praktek di bengkel atau di work-

shop.

Selain itu project based learning, guru da-

pat mengimplementasikan pembelajaran

berbasis  project based learning untuk men-

ciptakan pembelajaran yang menye-

nangkan, bermakna, meningkatkan keingin-

tahuan yang tinggi, critical thinking dan kolab-

oratif. Dengan alternative pembelajaran

tersebut diharapkan dapat memaksimalkan

proses pembelajaran tatap muka terbatas di

sekolah menengah kejuruan.  ❑
*) Mey Wulandari SPd Si, Guru

Produktif TKR SMKN 3 Yogya.


